ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana
terhadap pelaku tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung
muatan pornografi dalam Putusan Nomor:132/Pid.Sus/2024/PN Jmb dan untuk mengetahui
dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku
tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi
dalam Putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb. Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif pada umumnya dikenal
sebagai penelitian hukum doktrin atau studi kepustakaan. Penelitian jenis ini merujuk pada
peraturan-peraturan tertulis dan memerlukan data-data yang bersifat sekunder. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana
menjadikan orang lain sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi pada
kasus Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb, pelaku dijerat dengan Pasal 35 Undang-
Undang No. 44 Tahun 2008 Jo Pasal 9 Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang
Pornografi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan hasil putusan hakim yaitu pidana penjara
selama 1 (satu) tahun, 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan
pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, putusan hakim ini lebih ringan daripada dakwaan
Penuntut Umum. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak
menjadikan orang lain sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi pada
kasus Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb diberikan dengan berbagai pertimbangan
antara lain: Hakim melihat dari pertimbangan fakta yang ada, pertimbangan hukum,
pertimbangan alat bukti, serta pertimbangan manfaat dari pidana baik dari Terdakwa maupun
masyarakat, dalam memutus perkara tindak pidana menjadikan orang lain sebagai obyek atau
model yang mengandung muatan pornografi, Hakim berlandaskan pada fakta dalam
persidangan dan alat bukti. Berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum, Terdakwa telah
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menjadikan orang lain sebagai
obyek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pornografi.



